SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52
ayat 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan



Mengingat

Struktural di Lingkungan Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5326);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan



10.

11.

12.

13.

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 09);

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun
2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014
Nomor 34);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Jabatasn Struktural di Lingkungan Dinas Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2014 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Kepala Seksi Irigasi, Sungai, dan Rawa mempunyai Uraian Tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun rencana Seksi Irigasi sesuai dengan rencana kerja Dinas;

b. Menyusun teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada
pekerjaan konstruksi jaringan irigasi;

c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan
jaringan irigasi;

d. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu
serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan
rehabilitasi jaringan irigasi;

e. Melaksanakan inventarisasi, rehabilitasi, peningkatan, pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi;

f. Melaksanakan OP sarana dan prasarana irigasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Melaksanakan inventarisasi rehabilitasi, peningkatan, pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi;

h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan  pengendalian
pelaksanaan konstruksi irigasi;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja
konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring

keadaan kebutuhan air irigasi;



Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

2. Ketentuan pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai Uraian Tugas
sebagai berikut :

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional
dan Pemeliharaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai
bahan acuan;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu,;
Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya
agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional dan
Pemeliharaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi
pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, konservasi,
serta penyediaan penggunaan pengusahaan sumber daya air;
Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman
yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan di
Seksi Operasional dan Pemeliharaan sebagai bahan evaluasi kegiatan
selanjutnya;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Operasional dan
Pemeliharaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan,
permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan



J-

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai

Uraian Tugas sebagai berikut:

a.

b
&
d

o

Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
Menyiapkan bahan sosialisasi rencana Bidang Tata Ruang;
Menyiapkan penyusunan rencana Bidang Tata Ruang;

Menyiapkan revisi rencana Bidang Tata Ruang;

Menyiapkan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan
(RUTRK), rencana teknis tata ruang perkotaan dan rencana detail
tata ruang;

Menyiapkan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL);

Menyiapkan pengembangan pemanfaatan ruang untuk kawasan
strategis dan cepat tumbuh;

Menyiapkan pemanfaatan ruang secara terpadu pada kawasan
khusus;

Menyiapkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam
pengembangan kawasan khusus seperti kawasan pesisir dan Daerah
Aliran Sungai;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Perencanaan dan Pengendalian;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

4. Ketentuan pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai Uraian
Tugas sebagai berikut:



Menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan, Pembinaan dan
Pengawasan;

Melaksanakan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan rencana
Bidang Tata Ruang;

Menyiapkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);

Menyiapkan bahan penertiban dalam pemanfaatan ruang;
Menyiapkan bahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota
dan kawasan strategis;

Menyiapkan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang;

Menyiapkan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan RTRWK;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Ketentuan pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Jasa
Konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan
acuan,;

Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya
agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi
berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan

sumber daya manusia serta pengawasan jasa konstruksi;



Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan
dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman
yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Jasa
Konstruksi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Jasa Konstruksi untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang
dihadapi serta upaya pemecahan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik tertulis maupun lisan; dan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 03 Agustus 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO



